
 
 

 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 79 /KUM/2026 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 
188.45/253/KUM/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  

MASYARAKAT HUKUM ADAT 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan 
susunan organisasi perangkat daerah serta untuk 
kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan 

kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan 

Nomor 188.45/253/KUM/2021 tentang Pembentukan 
Panitia Masyarakat Hukum Adat perlu disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 

188.45/253/KUM/2021 tentang Pembentukan Panitia 
Masyarakat Hukum Adat; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412); 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan 

Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6630); 
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.34/MENLHK/SETJEN./KUM.1/5/2017 tentang 
Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

801); 
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 

Nomor 1); 
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 

Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan 

Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36); 

 
MEMUTUSKAN: 

  
Menetapkan : 

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan 
Nomor 100.3.3.2/241/KUM/2023 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Bupati Nomor 188.45/253/KUM/2021 tentang 

Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 
KEDUA          : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran 

Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 
100.3.3.2/241/KUM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Bupati Nomor 188.45/253/KUM/2021 tentang Pembentukan 

Panitia Masyarakat Hukum Adat dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 27 Februari 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 
ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 

 
 

Tembusan: 
Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 
 



 
 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/ 79 /KUM/2026 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN 
BUPATI NOMOR 188.45/253/KUM/2021 

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA 
MASYARAKAT HUKUM ADAT 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN  PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

NO. JABATAN DALAM DINAS/BADAN/KANTOR/INSTANSI 
KEDUDUKAN 

DALAM 

PANITIA 

1 Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah 

2 Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah 

2 Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ketua  

3 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Sekretaris 

4 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Wakil 

Sekretaris  

5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan 
Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

6 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

7 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

8 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

9 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

10 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

11 Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

13 Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

14 Kepala Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

15 Camat Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Anggota 

16 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

17 Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai Provinsi 
Kalimantan Selatan 

Anggota 

 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 


